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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat
dan Nikmat-Nya kepada kita semua. Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, Magister Teknik Sipil Universitas Lampung bekerja sama dengan Lampung Post
telah menyelenggarakan Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah di Bandar Lampung pada tanggal 3 Mei 2012. Seminar Nasional ini dihadiri oleh
para ahli, akademisi, praktisi, maupun profesional di bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah serta sektor terkait.

Artikel ilmiah yang disajikan pada seminar ini meliputi segala aspek yang berkaitan
dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah yaitu kebijakan dan kerjasama
pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah,
infrastruktur dan moda transportasi dalam mendukung pengembangan wilayah, serta daya
dukung lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Presentasi serta diskusi yang berlangsung selama seminar ini diharapkan memberikan
sumbangan pemikiran terhadap konsep, strategi, maupun berbagi pengalaman tentang
pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Indonesia umumnya, dan di
provinsi Lampung khususnya. Terima kasih kepada panitia pelaksana, panitia pengarah,

dewan penyunting, penulis artikel serta semua pihak yang telah membantu
terselenggaranya seminar ini.

Bandar Lampung, 10 Mei 2012
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
Universitas Lampung

Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.
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PERANAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL
- DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Citra Dewi', Siti Nurul Khotimah?

1. Program Studi D3 Survey dan Pemetaan Fakultas Teknik Universitas Lampung
2. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung

Abstrak

Saat ini data dan informasi spasial di berbagai instansi pusat maupun daerah masih belum terintegrasi
meskipun data tersebut telah tersedia di masing-masing instansi. Jika kondisi tersebut masih terus
berlangsung maka akan sulit untuk menggunakan data spasial secara bersama dan duplikasi data spasial
dalam suatu lokasi akan terus terjadi. Dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah tentunya
membutuhkan data dan informasi spasial dari berbagai instansi yang menyediakan data dan informasi spasial.
Untuk memudahkan akses data dan informasi spasial diperlukan suatu wadah yang dapat melakukan integrasi
dan sharing data dan informasi spasial tersebut secara konsisten berkelanjutan. Proses integrasi data dan
informasi spasial tersebut dapat dilakukan dengan membentuk jaringan infrastruktur data spasial secara
nasional dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN,) untuk mewujudkan ini tidaklah mudah,
diperlukan penyatuan persepsi, koordinasi dan komunikasi dari semua unsur terkait. Pembangunan dan
pengembangan IDSN seharusnya mampu menjamin tersedianya data dan informasi spasial yang berkualitas,
mudah di akses dan diintegrasikan untuk menunjang pembangunan secara nasional, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan akhirnya dapat
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai tingkat pusat maupun daerah. IDSN
diselenggarakan oleh Bakosurtanal atau sekarang di sebut Badan Informasi Geospasial (BIG),
Terselenggaranya BIG yang menggantikan BAKOSURTANAL saat ini diharapkan mampu menjadi
koordinator serta penyelaras penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia.

Keywords : IDSN, pembangunan, JDSN

1.  PENDAHULUAN

Pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah pada dasarmya merupakan suatu
upaya agar dapat memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan. Untuk melakukan
pembangunan dengan baik diperlukan suatu perencanaan yang baik pula. Perencanaan
pembangunan atau pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari pemanfaatan data
spasial. Saat ini data dan informasi spasial di berbagai instansi pusat maupun daerah masih
belum terintegrasi meskipun data tersebut telah tersedia di masing-masing instansi. Jika
kondisi tersebut masih terus berlangsung maka akan sulit untuk menggunakan data spasial
secara bersama dan duplikasi data spasial dalam suatu lokasi akan terus terjadi.

Infrastruktur data spasial nasional (IDSN) merupakan terobosan baru yang sedang
digalakan saat ini agar setiap orang atau instansi dapat dengan mudah melakukan
pengaksesan data spasial. Sasaran utama IDSN yaitu memudahkan pengguna data spasial
menggunakan set data secara konsisten sesuai dengan kebutuhan, walaupun data spasial
dibuat dan diarsipkan oleh berbagai instansi atau pihak yang berbeda. Penerapan IDSN
memerlukan infrastruktur yang baik berdasarkan kebijakan dan manajemen, teknologi,
sumberdaya manusia dan berbagai hal yang memungkinkan pengaksesan data spasial dapat
dilakukan oleh masyarakat dengan mudah. Konsep IDSN tidak untuk membangun pusat
database tetapi untuk membangun jaringan distribusi database yang dikelola oleh
pemerintah dan industri kustodian (B.J. Pratondo1, 2006).
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Data spasial dikenal sebagai data geospasial atau informasi geografi. IDSN berperan dalan,
perolehan dan penyebarluasan informasi spasial (Bakosurtanal, 2004). Penerapan IDSN
memerlukan suatu infrastruktur yang berperan dalam interkoneksi basis data yang
terdistribusi dengan pemanfaatan informasi, komputer dan teknologi. Data spasial dapat
menunjang sistem sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi tertentu sesuai dengan
kebutuhannya. Berdasarkan perspektif pengguna, pengadaan data merupakan salah saty
kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan alokasi wakftu yang cukup lama, oleh kareng
itu konsep berbagi data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas (FGDC, 2004). ‘

Penyelenggaraan IDSN dapat membentuk jaringan antar institusi yang terkait pada
pengelolaan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
menunjang perencanaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan
pembagunan (merujuk pada tujuan penyelenggaraan nasional). Sasaran penyelenggaraan
IDSN antara lain : tercapainya suatu tatanan penyelenggaraan informasi spasial secara
terintegrasi, tersedianya data spasial yang memenuhi standar berlalu, Tercapainya
kemudahan akses dan pertukaran spasial antar pembuat dan pengguna data.

Sebelum membangun IDSN, perlu dipahami tentang komponen-komponen IDSN terlebih
dahulu yaitu: kelembagaan, peraturan perundangan-undangan, data utama, penelitian dan

pengembangan teknologi, sumber daya manusia, yang dapat digambarkan seperti diagram
berikut.

Tersedia data dan informasi spaslal yang %
berkualitas, mudah diakses, mudah diintegrasikan, ;. *
untuk pembangunan nasional

Kelembagaan || P

Gambar 1. Komponen IDSN
Kelembagaan dalam perpres jaring data spasial nasional (JDSN) disebutkan ada 3 (tiga),
yaitu: Penghubung Simpul Jaringan (PSJ), Simpul Jaringan (SJ) dan Unit Kliring (UK)
lihat gambar di bawah. Masing-masing Kelembagaan mempunyai tugas sendiri-sendiri.
Bakosurtanal atau sekarang Badan Informasi Geospasial (BIG) bertindak sebagai PSJ yang
bertugas mengintegrasikan seluruh simpul jaringan, sedangkan SJ terdiri dari 14 Instanst
Pemerintah Pusat penghasil data spasial dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota,
sedangkan Unit Kliring ditetapkan oleh SJ masing-masing sebagai unit kerja yang
bertindak sebagai pintu gerbang pertukaran data spasial.
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Gambar 2. Kelembagaan JDSN/IDSN

Tugas Penghubung Simpul Jaringan; membangun sistem akses JDSN; memfasilitasi
pertukaran data spasial; memelihara sistem alkses JDSN; dan melakukan pembinaan kepada
Simpul Jaringan. Tugas Simpul Jaringan ; melakukan kegiatan pengumpulan,
pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial; melakukan pertukaran dan penyebarluasan
Data Spasial di bidangnya; menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat
sésuai dengan peraturan perundang-undangan; membangun sistem akses Data Spasial yang
terintegrasi dengan sistem akses JDSN; melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola
Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit
Kliringnya; dan melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di
bidangnya. Tugas Unit Kliring; Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan dalam hal
petrtukaran dan penyebarluasan data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
ditetapkan Unit Kliring oleh masing-masing Pimpinan Simpul Jaringan; Unit Kliring
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), bertugas menyebarluaskan metadata dan data

spasial kepada masyarakat; dan menyampaikan Metadata itu kepada Penghubung Simpul
Jaringan.

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: departemen, kementerian
negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang: survei dan pemetaan (BAKOSURTANAL/Badan Informasi Geospasial),
pertanahan (BPN), pemerintahan dalam negeri (DEPDAGRI), perhubungan (DEPHUB),
komunikasi dan informatika (DEPKOMINFO), pekerjaan umum (DEP PU), kebudayaan
dan kepariwisataan (DEP BUDPAR), statistik (BPS), energi dan sumber daya mineral
(DEP. ESDM), kehutanan (DEP HUT), pertanian (DEP TAN), kelautan dan perikanan
(DKP), meteorologi dan geofisika (BMG), antariksa dan penerbangan (LAPAN),
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.  PEMBANGUNAN JDSN/IDSN

Pembangunan JDSN/IDSN akan berjalan dengan baik bila SJ setiap instansi di pusat
maupun didaerah terbangun dengan baik pula. Proses JDSN/IDSN antara lain;
pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD, penetapan unit kliring, pembuatan metadata,
pembangunan clearinghouse (gateway/pintu gerbang) simpul jaringan, standarisasi data
spasial. Pembangunan simpul jaringan pada program IDSN akan dimulai dengan
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pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD. Anggota dari tim ini adalah merupakan
perwakilan dari Dinas/SKPD pengelola data. Agar semua urusan kegiatan dapat berjalan
dengan lancar, maka tim ini akan terdiri dari tiga level, yaitu :

1. Tim Pengambil Kebijakan
Anggota Tim ini terdiri dari para Kepala Dinas/SKPD, berperan dalam pengambilan
keputusan/ kebijakan dalam hal pengelolaan data.

2. Tim Manager Menengah
Anggota Tim ini sebaiknya terdiri dari para penanggung jawab pengelolaan fisik data
pada tiap Dinas/SKPD. Peran dari tim ini adalah sebagai perancang kegiatan
operasional pembangunan simpul jaringan dalam kapasiias mendukung pembangunan
IDSN. Selain itu juga berperan dalam mengkomunikasikan kegiatan kepada tim
pengambil kebijakan dan kepada tim operator. Peran tm ini sangat menentukan
keberhasilan dalam pembangunan SJ.
Kegiatan inti dari tim ini antara lain mengkoordinasikan dalam hal: inventarisasi data
pada Dinas/SKPD masing-masing, pembuatan metadata, pembangunan jaringan
sistem secara elektronik (Intranet, Internet) yang tersambung dengan JDSN,
standarisasi data, dll.

3. Tim Operator
Anggota tim ini adalah para pelaksana tugas secara operasional yang berperan dalam
kegiatan seperti inventarisasi data, pembuatan metadata, pembangunan jaringan
elektronik (intranet, internet), pembuatan data yang standar sesuai standar nasional

Indonesia (SNI). Khusus untuk SNI ini saat ini tim nasional standard sedang dalam
prcgress pembuatan SNI.

Penetapan Unit Kliring yang akan bertindak sebagai pintu gerbang keluarnya segala
informasi dan komunikasi data pada SJ perlu segera dilakukan untuk mengawali
pembangunan. Cara pembentukannya adalaxh pimpinan wilayah
(Gubernur/Bupati/Walikota) menunjuk salah satu dinas/SKPD untuk bertindak sebagai unit
kliring. Penunjukan tersebut diadministrasikan melalui sebuah Surat Keputusan (SK) dari
pimpinan wilayah. Pada surat keputusan tersebut selain meretapkan unit kliring, juga perlu
dijelaskan tugas dan fungsi dari unit kliring serta peran dari Dinas/SKPD dalam
mendukung pembangunan SJ. Persiapan surat keputusan dilakukan bersama oleh tim kerja
level Manager Menengah dan level pengambil kebijakan.

Pembuatan metadata merupakan langkah berikutnya untuk melaksanakan pengelolaan
data, yang notabene merupakan aset pemerintah yang wajib dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pembangunan dan masyarakat. Metadata apabila diartikan secara bebas bisa
berarti sebuah informasi yang sangat rinci mengenai keberadaan data. Di dalam metadata
semua informasi tentang sebuah data akan tersaji dengan rinci sebagai contoh, apa
judul/nama data, tahun berapa dibuat, skalanya berapa, mencakup wilayah mana saja,
sumber data diambil dari mana, milik siapa data tersebut, apabila ingin mendapatkan
menghubungi siapa, alamatnya dimana, jam berapa, nomor teleponya berapa, prosedurnya
bagaimana, harganya berapa, dan lain-lain masih banyak lagi informasi yang disajikan.
Satu data idealnya berisi 300 an informasi tentang data tersetut. Semua pertanyaan tentang
satu data diatas dapat disajikan pada metadata. Setiap data ilealnya dibuat metadatanya,

sehingga keberadaannya akan lebih jelas apabila ada yang metnerlukan dan terawat dengan
baik.
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Karena komunikasi pada program IDSN berbasiskan elektronik, maka perlu dibangun
sistem clearinghouse/geoportal yang berfungsi sebagai portal/gateway/pintu gerbang pada
unit kliring. Pintu gerbang komunikasi data dan informasi spasial yang letaknya pada unit
kliring ini fungsinya mewakili seluruh Dinas/SKPD dalam satu SJ (provinsi). Dari
clearinghouse/geoportal pada unit kliring ini akan dapat tersambung dengan Jaringan Data
Spasial secara nasional. Jadi akan menyambungkan SJ setiap Provinsi di Indonesia ke
JDSN secara elektronik. Dengan tersambungnya jaringan tersebut maka seluruh informasi
tentang data pada masing-masing provinsi yang telah disajikan pada metadata akan dapat
diakses atau dinikmati oleh para pengguna di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Infrastruktur data spasial nasional (IDSN) dibangun agar setiap orang atau instansi
dapat dengan mudah melakukan pengaksesan data spasial.

2. Dalam membangun JDSN, komponen-komponen yang diperlukan: kelembagaan,
peraturan perundangan-undangan, data utama, penelitian dan pengembangan teknologi,
sumber daya manusia. !

3. Proses JDSN/IDSN meliputi: pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD, penetapan
unit kliring, pembuatan metadata, pembangunan clearinghouse (gateway/pintu
gerbang) simpul jaringan, standarisasi data spasial. Pembangunan simpul jaringan pada
program IDSN akan dimulai dengan pembentukan tim kerja antar Dinas/SKPD.

Untuk mewujudkan pembangunan IDSN yang mampu menjamin tersedianya data dan
informasi spasial berkualitas, mudah di akses dan diintegrasikan, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan
akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai tingkat pusat

maupun daerah diperlukan penyatuan persepsi, koordinasi dan komunikasi dari berbagai
unsur terkait.
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